PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 264 (Gedung Pemda 1), Klalen, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 3205675
Laman hittps Mtweb disdik klaten go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/701 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 136 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MARSUDI KARYA
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan
Pendidikan Kelompok Bermain Marsudi Karya yang
beralamat di Gedong RT 15 RW 08, Pakahan, Jogonalan,
Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor
04 /I0P-KB.MK/VII1/2025 tanggal 16 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan
lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah
memenuhi ketentuan yang berlaku;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979

—

Mengingat
tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dickimen inl telsh ditandatangant secara shekironik menggunakan serifikal elektronik
yisng diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengparaan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar

dan Jenjang Pendidikan Menengah;
0. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan
Pembelajaran,

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini talah ditandatangani sncara alekiront menggunakan sertifikat plektronik
yang diterbitican oleh Balal Besar Sertifikasi Elekironik (BSrE ), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

14.Surat Edaran  Sekretaris  Jenderal — Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan

Pendidikan. ‘

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten Nomor 136 TAHUN 2023 tentang lzin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan
- Kelompok Bermain MARSUDI

Semula

KARYA
Menjadi - KB MARSUDI KARYA
Tahun Berdiri : 26 Oktober 2006

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Gedong RT 15 RW 08, Pakahan,

Alamat
Jogonalan, Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan

penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

TITIN WINDIYARSIH

Dokurmen ini telah ditandatangani secara ehokironik menggurakan sertifikat elektronlk
yang diterbitkan oleh Balai Besar Surtifikasi Elekironik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN
DESA PAKAHAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKAHAN
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN KB MARSUDI KARYA

DI DESA PAKAHAN KECAMATAN JOGONALAN

wn

KEPALA DESA PAKAHAN

Masukan warga masyarakat bahwa perlunya Pendidikan
Anak Usian Dini di lingkungan Desa Pakahan

Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam hal
Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendirikan PAUD

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa Pakahan tentang Pendirian PAUD.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERTAMA ¢ Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) / Desa Pakahan
yang bernama “ KB MARSUDI KARYA " yang beralamat di Desa
Pakahan Kecamatan Jogonalan Kab, Klaten;

KEDUA ¢ Menerangkan Bahwa KB MARSUDI KARYA sudah berdiri sejak
Tanggal 26 Oktober 2006 sesuai dengan SK Kepala Desa Pakahan
Nomor 07 Tahun 2006

KETIGA KB Marsudi Karya sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
sebagai tempat Penyelengaraan Kegiatan belajar mengajar Anak
usia Dini di Wilayah Desa Pakahan dan sekitar.

KETIGA Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari,

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakahan

FEPALA DE
S| PAKAHAN

DAROKAH




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN

DESA PAKAHAN

3310082001

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH
Nomor : 145/ 454 /2001 / VIII / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Markum Darokah
Jabatan : Kepala Desa Pakahan
Alamat : Krapyak Lor, Pakahan. Jogonalan, Klaten

Bersama dengan ini memberitahukan bahwa ©
Nama : KB Marsudi Karya
Alamat : Gedong, Pakahan, Jogonalan, Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Dengan luas Bangunan 120 m* di gunakan/dimanfaatkan sebagai Sarana Pendidikan KB Marsudi Karya

Sejak Bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama PAUD  masih

beroperasional), Demikian surat keterangan saya buat.agar dapat dipergunakan schagaiman semestinya




YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Lamar Sn Maym Kusmands Te g VT V1IN Kl

RETRTUEAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR . SKEP 4 /PD YDD KAB KLT/V/2025
TENTANG
FERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHAPMA
LABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD Kab.Kit/ X1/ 20272
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
FERGGERAR PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
RABUTATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Mo mbung 4 bahwa berdasarkan Surat dan Tum Perggerak
Pemterdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Klatern Nomor 104 a/ Sekr /PRK Kab/Viily 22
fangeal 2N Agustus 2022 tratang  Permahonan
Penggatrngan  Kelompok Betmam  Bumasn Tim
Fengperak Pesnberdayasn  dan henejahiteraar
Erlaarrs Kabupaten Klaten k- Yayasan Dian
Uharime Mabupaten Klates: dan Suras dary Tin
Periggerak Prembwrdaysan hesejahiieraan keluarga
Kelppaten Elaten Meowrioy B ERR/MK
Sak IV /I35 targzal ) M FOIS peedieal
Prrmubonan idin Bergateing KR ke Yavassn [%an
Dharme, mska peehy menEteh Reputusen Ketus
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FREP. 25 /PDYDU R KB, N PO vemtang
Peragatergas Kerepek ferwas Bingan Timw
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Mengingat

JKeluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian

Dharma Kabupaten Klaten;

b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

\Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor i3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
- Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 202% tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;



Meretiapican
KEBATU

Undarg Undang Nousnr 11 Tahun $023% wotarg
Provans Jaws Tengah

Peratusan Peserintah Nomor 17 Tehun 2010
tentang  Pengelolaan  dan Periyelenggprasat
Pendidhkan, sebegsimana telah diubsh dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
teritang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah

= liwmor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor &4 Tahun 2014 tentang Pendinan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
%  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn

Nomeor 137 Tehun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anzk Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
‘_ar.ggal 02 Januar 2006 tentang Pengesahan Ala
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSEKAN :

Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma
Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Kit/
X1/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain
Brasn  Tin  Penggerak  Pemberdayasn  Dan
Krerjahteraan Keluargs Kabupaten Klaten Ye Yoyasan
ran Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar
wiagmmana tercantum dalam Lampiran Keputusan

- B



KEDUA . Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok
Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja

sama.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei2025
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DAFTAR KELOMPOK B
PEMBERDAYAAN

LAMPIRAL
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP.%A /PD.YDD Kab Kit/V 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KIATEN NOMOR SKEP. 295
/PD.YDD.KAB.KLT/ X1/ 2022 TENTANG
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

ERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
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d%1 | Al BINTANG BANGEA

281 KR REMBULAN JEBUGAN
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DEPARTEMEN HUAUM DAN HAR ASASEMANUSIA
REPUBLIR INDONESIA
DMIRLKTORAT JENDURAL
ADMINIS TRAST HURUM UMUM

REPUTUSAN MENTER] HUKUM DAN HAR ASASI MANUBIA REMIBLIK INDONESIA
NROMOR | Cat2m 0t 2000
MEATERI RUKUM DAN HAR ASAST MANUSIA REPUBLIN INDONESIA
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Bahwa seteloh dilakukan penchiian Wwihadap Akta Pendinan Yayasan yang
deampaihan kepada Kami, akla teesediud teloh memenuhi syarat-syaal dan
vetentuan peraturan perundang vidangan yeng berlaku, sehingga Ldok ada
keberatan untuk membenhon pengesahan atas Akta Pendinan Yayasan yang
fimaksud

dr dang-undang Nomor 10 Tahua 001 tomtang Yayasan (Lembaran
Negara Ropubl« ladenesa Tahun 2021 Nomor |12, Tambahan Lembaran
Negars Republix Indonesia Nomar 4132) juncto Undang uadang Republik
indenesia Nomor 28 Tahin 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomer 16 Tahun 2001 tentang Yayosan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahua 2004 Nomer |8 Tambahan Lembaran Negara Repubslilg
Indonesia Nomat 4430

Surat Keputusan Diretaur Jenderal Admmsbrasi Hulwn U Departemien
Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Indonesta Nomor C-
J6.HT.01.10.TH 2004 1anaeal 06 Desember 2004 tentang Tato Cora
Pengesohan Akla !’m:.l.lg.m dan Pesetuuan ARl Perubahien Angaaran

Dasar Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memaerikan Pengesahan Akta Pendiian Yayasan 5
YAYASAN DIAN (WIAUMA
NP 1 02,000..200,2-500,000
verkedudukan di Semarang, ocawni Akta Nowor ©) Langgal 12
Juni 2001 yang dibuad oleh otaris Doktor Julluna Kartind
Soedjendro, SH berkodudukan di Hemavang dan At Nomox 24
tanggal 30 Juni 2005 vang dibuat oleh Notario fachmat
Wiguna, o' Lovkedudukan di ienrnrant,

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asast Manusia Republilc Indonesia ini
mulsl berlaku sejak tonggal ditetaphan,
Ditetaphan G Jahaita
_ pada tanggal 02 Jannart 2000
A MENTERI HUKOM DAN HAR ASASHMANUGIA RECUSLIN INDOMNESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HORUM LMUM
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